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ABSTRACT

Diiplomacy is svmbolized by s:nd;mgl the representative of each country which is called diplomal,
Because of their difficult duties, the diplomat need 1o be protected by giving them iny-iu]Ebifllt_-,- and
imminity riglts. The importance of the protection towsrd the diplomats results in the approving s#veral
regularion in Vienna Convention 1961 about Diplometic Relations, Besides Vienna Convention, there is
also Mew York Convention 1973 about The Prevention and Punishment of Crimes against
Intemnationally Protected Persons including Diplomatic Agents. Although there are many regulations
zhout the diplomats protection, but still it can not reduce the number of crime cxperienced by the
diplomat. Mowadavs, the numbers of crime toward diplomat always ingrease especially in conflier
| country like Afghonistan, The problem is how the realization of the profection toward diplomatic
| represeniative in conflict country {study case @ in Afghanistan], the obstacles in oiving profection toward

diplomatic representative and the effort 10 overcome those ohstacles, Research method osed in this |
| thesis is normative legal research method which use secondary data in ihe formn of primary, secondary

gnd tertiary law matcrla].lntﬁmcﬁﬁin the data, wriler uses gualitative analysis |:Le1llq}d.1gased on the
cesearch, 1l cin be teen that the diplomatic agents prection in Afghenistan is held by ANP
(Af%_ham'stan Mational Police) and AMNA (Afghanistan MNational Army). But nol only ANP and ANA,
MATO takes part in giving protection as well, Cine wiay to give protection is by increasing the awireness
of the staff embassy to be actively involved in securily {pre-emptive} and preventive by using 1he open
protection and close protection form. The obstacles faced by Afghanistan government are there are so
meny terrors from the Taliban aid inlecvention from another country who want b couse the messiness
in Aflghanistan, Besides that, the economic factor in this case is the number of utilities is seill limied,
The Afghanistan government's effort to overcome there problems is building relationship with [SAF in
the leading of MATC to give protection to the diplomatic agents and other foreigners in Afghanistan.
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BADB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mepara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari rakvat, wilayah dan
pemerintah yang berdaulat (baik kedalam atau ke luar)’. Dalam rangka memenuhi
kebutuhannya negara memiliki keterbatasan-keterbatasan schingga diperlukan
adanya kerjasama dengan negara lain. Hubunpan kerjasama antar negara pada
mulanya henya dalam  hal perdagangan saja tetapi seiring dengan perkembangan
zaman hubungan kerjasama tersebut juga dibutuhkan dalam bidang lainoya seperti
politik, budaya, pendidikan, dan lain scbagainya.

Seiring  dengan  meningkatnya  hubungan  kerjasama  antar  negara
menyebabkan negara-negara merasa perlu untuk mengirimkan wakilnya ke negara
lain. Pengiriman wakil negara ini bertujuan untuk dapal mewakili kepentingan
negaranya 41 negara penerima dengan cara melakukan negosiasi maupun cara
lainnya. Pada swalnya pengiriman wakil negara hanya bersifat sementary, barulah
pada abad XV beckembang praktek perwakilan tetap di suatu nepara dan disertai
dengan pembukaan gedung perwakilan di ibukota negara, Pengiriman wakil dari
negara inilah vang melatar belakangi timbulnya hubungan diplomatik,

Hubungan diplomatik antar negara pada mulanya banya didasarkan pada
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sccara internasional, Tetapi kemuodian karens
semakin herkembangnya hubungan diplomatik, kebiasasn-kebiasaan vang betlaku

tidak lags bisa mengakomodir permasalah-permasalah vang timbul dari hubungan

" Budivanto, *Mover—dusar e Toto Segpora”, Erlangpa, Jakara, 2000, him 2



diplomatik, sehingga diperlukan adanya aturan vang bersifol teriulis, Atas
prakarsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa maka diadakanlah konfercnsi menpenai
hubungan diplomatik di Wina pada tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April
1961 Konferensi ini kemudian melahirkan suaty kenvensi mengenai diplomatik
vang dikenal dengan “Vienna Canvention on Diplomatic Relations” (Kanvensi
Wina 1961 yang terdiri dari mukadimah. 53 pasal dan 2 protokol). Konvensi ini
diteritna oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan 1 negara abstain? Dan
dijadikan acuan bagi nepara-negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik
hingga saat ini.

Berdasarkan sifat dan hakekat keberadaan perwakilan diplomatik vang
merupakan representatif dari negaranya maka terhadap perwakilan diplomatik
harus diberikan perlindungan dari semua serangan dan gangguan yang dapar
menghambat tugas dan fungsi dar perwakilan itu sendin baik itu perlindungan
terhadap pribadinys scbagai pejabat diplomatik maupun perlindungan terhadap
gedung perwakilan, Pentingnya perlindungan terhadap perwakilan diplomatik ini
melahirkan adanya hak kekebalan dan keistimewaan (inviolahility dan immunin)
sehagaimana vang dimuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 45 Konvensi Wina
1961,

Didalam  kerangka hukum  diplomatik  sendiri, ketentuan  mengenai
perlindungan, keselamatan, pencepahan, serta penghukuman terhadap tindak

kejahatan yang  ditwjukan kepada perwakilan asing tersebul. mendapat perhatian

* Setyo Widsgdo dan Hanif Mur Widhiyanli, “Hukew Diplomanik dan Korgaler
Bayumedia Publishing, Maleng, 2008, hlm: 12

P Boer Mauna, " Mukum Teternastonal Pengertion Peranan dan Funpsi Dalam Era
Chimgmiker Clobad . Penerbil Alumni, Bandung, 2000, hlm 468



yang serius, Hal im dilatarbelakangi karena semakin meningkatnva undak
kejahatan yang ditujukan terhadap perwakilan diplomatik. Gejala tersebut terus
berlangsung hingga saat ini. Dimana dalam setiap tindokan kejahalan vang
ditujukan terhadap perwakilan diplomatik banyak menelan korban jiwa, dan juga
menyebabkan kerusakan-kerusakan yang bersifat fatal terhadap kantor perwakilan
itu sendid dan kerugian materil lainnya.”

i dalam  Keovensi Wina 1961 juga memual ketentuan  yang
mengharuskan pemberian perlindungan terhadap perwakilan diplomatik. Seperti
vang dimuat dalam Pasal 22 ayat (2) vang berkaitan dengan kewajiban negara
penerima untuk memberikan perlindungan kepada pedung perwakilan beseris
segenap isi di dalamnya. Namun, makna vang tidak kalah penting dari avat {2)
tersebut  yaitu “Pencepahan akan terjadinys sctiap gangguan  ketenangan
perwakilan  atau  pangguan  yang dapst menurunkan harkast dan martabat
perwakilan asing di suatu negara *.*

Perlindungan dar negara penerima terhadap perwakilan diplomatik tidak
hanya dilakukan di dalam gedung perwakilan (interna rationae). tetapi jupa harus
dilakukan dilvamya ataupun lingkunpan sekitamya fexterna rationae). Megara
penerima harus menjamin terlaksananya perlindungan bagi perwakilan diplomatik

dalam segala kondisi, tidak terkecuali ketika negara tersebut sedang mengalami

* Servo Widagdo dan Hanil Mur Widhivanti, sp e, hlm 20
' Syahmin, Ak, “Hukwn Oiplomarit daiom Kerangha Studi Analisi”, RajaGarfindo
Persada, Jakarta, 2008, him, | 38



konflik, baik konflik yang bersifat internasional FAUPUN NoR internasional ®
Dimana bal ini ditegaskan dalam Fasal 45 huruf {a) Koenvensi Wina 1961

Selam Pasal 22 Konvensi Wina yang menjamin pemberian perlindungan
bagi gedung perwakilan, Pasal 29 Konvensi Wina juga memberikan hak bagi
wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan dari nepara penerima untuk
mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan din pribadi
seorang wakil diplomatik. Pemerintah atau alat-alat nepara dari negara penerima
bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah dan tindakan vang diperlukan
untuk mencegah sepala macam serangan yang ditujukan kepada perwakilan
diplomatik.

Perlindungan terhadap perwakilan asing jupa diternukan dalam Resolusi
Majelis Umum PBB No.35/169 Desember 1980, dimana resolusi tersebut
mendesak kepada semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan
prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum  internasional vang mengatur mengenal
hubungan diplomatik dan konsuler.” Khusus mengenai meningkatnya tindakan
kejahatan yang dilakukan terhadap perwakilan asing, di dalam Resolusi Majelis
Umum PBE tersebut melahitkan dua prinsip yang sangat fundamental untuk
mengatasi dan mencegah sctiap tindakan-tindakan kejabatan terhadap perwakilan

" 0 5
asing, yaitu :

" Arlina Permanassari. dkk. “Pengantar Hebum Husanitee”, Penerbit ICRC, lakara,
1955, hlm 120-130

1A, Masyhur Effendi, Hukum Diplomarit Internasional; Hubungan Politik Behas Akuif
Asas Hukum Diplomatic dafam Era Ketergarmmgan aniar Banpea, Usaha Masional, Surabaya,
1943, him 82
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|. Semua negara harus melaksanakan kewajiban inlemasional masing-

masing dengan menaati ketentvan-ketentuan dalam konvensi termasuk

peningkatannya.

P

Perlunya  peningkatan  tindakan-tindakan  khusus  puna  melindungi
perseorangan dan perwakilan-perwakilan diplomatik dan konsuler karcna
adanya kesenjangan-kesenjangan vang terdapst di dalam  kelentuan-
ketentvan konvensi yang sekarang diserahkan kepada ncpara-negara ity
sendini untuk menafsirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus
mengenai perlindungan (polisi, administrative, dan yurisdiksional) melalui
sistem perundang-undangan nasional negara masing-masing.

Dengan adanya berbagai ketentwan tersebut, merupakan suatu kewajiban
internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk
pedung perwakilannya di masing-masing negara dan merupakan hal mutlak yang
perle dilakukan oleh semua negara anpgota. Dalam hal perlindungan terhadap
perwakilan diplomatik ini juga menganut prinsip perlangeung jawaban. Karena
sebab itu, penjapaan keamanan tidak hanya diserahkan kepada nepara pencrima
suja tetapt kepada perwakilan asing juga dianjurkan untuk mengambil setiap
langkah pengamanan yang dianggap diperlukan.

Walaupun sudah banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan
terhadap perwakilan asing namun kejadian vang mengancam keselamatan dan
keamanan perwakilan tersebul masih terus terjadi hingpa saat ini. Kebanvakan
tindak kejahatan yang ditujukan terhadap perwakilan diplomatik berlangsung pada

negars yang mengalami konflik.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik vang berada
pada negara konflik {studi kasus di Afghanistan) pada dasarnya mengacu
pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 vaitu pada
Pasal 22, 26, 30 dan 45 huruf {a) dan jupa pada Konvensi New York
1973, Pelaksanaan pengamanan dilakukan oleh kepolisian Afghanistan
dan Tentara Afghanistan terhadap perwakilan asing yang berada di
Afghanistan masih terdapat kelemahan-kelemahan schingga di butubkan
kerjasama dani pihak asing. Disamping pengamanan vang dilakukan oleh
aparat setempat penpamanan juga dilakukan oleh NATO, dimana NATO
Juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan bagi seliap
warga negara  asing vang berada di  Afghanistan,  Pelaksanaan
pengamanan menggunakan pendekatan pre-emprive dan preventive.
Sedangkan pola pengamanan yanp dilakukan yaitu pengamanan terbuka
(open protection) umuk sarana dan prasarana perwakilan asing dan
pengamanan tertutup felose protectiont untuk pejabat diplomatik.

2. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap
perwakilan diplomatik di Afghanistan adalah banvaknva aksi teror yang
dilakukan oleh Taliban pasca invansi Amerika tahun 20001 vang

menggulingkan pemerintahan Taliban di Afghanistan, Kondisi dalam

[
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negerl vang masih rentan juga menjadi faktor penghambar dimana
banvaknya pengaruh dari luar vanpg menjadi pemicu kondlik seperti
keterlibatan Pakistan dalam kelompok Talibon, Banvaknya akst bom
bunuh dini mavpun bom mobil yang ditwjukan lerhadap perwakilan
terkail dengan kebijakan-kebijakan nepara dimana kelompok Taliban
dalam hal ini merasa disudutkan schingga melakukan ekanan kepada
perwakilan-perwakilan yang ada di Afghanistan. Terbatasnya sarana dan
prasarana keamanan karcna faktor ekonomi dalam negeri yang masih
lemah juga menjadi penghambat dalam  melakukan  perlindungan
sehingga personel keamanan tidak dapat menjalankan tupasnya secara
maksimal.

Lipaya penanggulangan yang dilakukan pemenntah Afghanistan vaitu
dengan jalan melakukan kerjasama dalam hal pengamanan dengan
pasukan perdamaian PBB (ISAF) di bawah pimpinan NATO, Untuk
mengatasi konflik vang terjadi pemerintah Alphanistan dibantu denpgan
PBB maupun Uni Eropa terus berupava melakukan perundingan-
perundingan dengan Taliban dan jugs bekerjasama denpan perwakilan
diplomatik vang berada di Afghanistan uniuk meningkatkan kerjasama
pengamanan dengan melakukan penambahan sarana penjagaan dan

dalam mengatast bahava sabotase.
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